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PENGANTAR 
KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN 

BADAN KEAHLIAN DPR RI 
 
Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan 
karunia-Nya, buku Anggaran Kesehatan Dalam APBN ini dapat diterbitkan.  
 
Kita ketahui bersama bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu 
bentuk investasi terhadap modal manusia suatu bangsa, tak terkecuali 
Indonesia. Investasi terhadap modal manusia ini pada akhirnya akan 
berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
Mengingat begitu pentingnya pembangunan kesehatan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan anggaran yang bersumber 
dari APBN sangat dibutuhkan. Dukungan anggaran tersebut telah diatur dalam 
Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang 
menyebutkan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan pemerintah minimal 
sebesar 5 persen (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) diluar gaji.   
 
Sejak UU tersebut disahkan, pemenuhan anggaran kesehatan minimal 5 persen 
baru bisa diwujudkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Hal ini, menjadi 
salah satu latar belakang yang mendasari penulisan dan penerbitan buku ini. 
Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI 
yang dapat dipergunakan untuk memperkaya informasi dan memberikan 
gambaran ringkas tentang perkembangan alokasi anggaran kesehatan dan 
beberapa capaian pembangunan kesehatan di Indonesia. 
 
Meskipun buku ini masih jauh dari sempurna dan komprehensif, buku ini 
diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang 
perkembangan anggaran kesehatan dan hasil pembangunan kesehatan di 
Indonesia. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna 
lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku tentang anggaran kesehatan 
yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, semoga buku ini 
menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca. 
 
Jakarta, Agustus 2016 
 
 
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 

 
 
 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan 
oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai 
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 
sosial dan ekonomis.  
 
Undang-undang Dasar 1945 menjadikan kesehatan sebagai salah satu 
kebutuhan dan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Keberhasilan 
pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh adanya kesinambungan 
antar upaya program dan sektor dari tahun ke tahun, namun juga melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa hingga pemerintah 
pusat.  
 
Sebagai negara yang berhasil melaksanakan konsep otonomi daerah, fungsi 
kesehatan menjadi salah satu program yang tidak hanya menjadi urusan 
pemerintah, melainkan juga urusan wajib pemerintah daerah dengan 
berpedoman kepada standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi.  
 
Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, pembagian urusan kesehatan mencakup upaya kesehatan, sumberdaya 
manusia bidang kesehatan, penyediaan farmasi dan alat kesehatan, serta 
pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan.  
 
Sebagai negara yang tidak dapat terlepas dari komunitas global, Indonesia juga 
telah menyepakati kelanjutan MDGs, yaitu Sustainable Development Goals 
(SDGs), yang memiliki tujuan 3  yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan 
mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Bercermin pada 
pelaksanaan MDGs tahun 2000-2015, beberapa hal yang perlu disoroti adalah 
upaya-upaya untuk menurunkan angka kematian anak, angka kematian ibu, 
gizi buruk dan penyedian sanitasi dan air bersih untuk masyarakat.  
 
Mulai tahun 2016, DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk memenuhi 
mandat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan 


